Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Tinjauan yuridis perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap
harta bersama = Judicial review of prenuptial agreement in mixed
marriage on marital property

Wahyu Amanati, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20251809& | okasi=lokal

Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui
hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang
menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya
seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas
tanah di Indonesia dikarenakan pasangannya yang berkewarganegaraan asing tetap mempunyai hak tersebut
karena adanya harta bersama. Hal ini karena adanya pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam
hukum pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berazaskan
kebangsaan.

Penelitian kali ini berjudul "Tinjauan Y uridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap
Harta Bersama' dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dengan jenis penelitian
menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasal ahan yang diteliti serta
wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitian. Juga menganalisa
putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 495/Pdt.G/2005/PA .Bdg sebagai salah satu contoh perkawinan
campuran. Seseorang yang melakukan perkawinan campuran harus membuat perjanjian kawin diluar
persekutuan harta dan benda sebelum melakukan perkawinan serta didaftarkan agar dapat mengikat pihak
ketiga serta adanya kepastian hukum.

Hal ini agar tidak terdapat persatuan harta dan benda dalam bentuk apapun antara suami dan istri tersebut
sesual yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 139 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran
dengan tidak membuat perjanjian kawin diluar persekutan harta dan benda karena unsur ketidaktahuan atau
tidak adanya budaya membuat perjanjian kawin dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga ketika terjadi
perceraian dan pewarisan menimbulkan permasalahan dan dalam pel aksanaannya sering terjadi
penyelundupan hukum. Ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan atas hak atas tanah tersebut.

<hr>In General, Couples of mixed marriage do not care and know what they should do before they enter
married life, especially about their marital property. Principally, a person who did this marriage has
limitation to posses land, because based on Article 1 jo article 21 Law Number 5 Year 1960 every
possession that is purchased by a mixed couple after they are married is considered a collective possession.
The couple would lose the right to own land because one of the parties was an expatriate.

The research is entitled "Judicial Review Of Prenuptial Agreement In Mixed Marriage On Marital
Property”. The normative library method is used in this research for getting full description about the
problem. Interview with the informant is used to add information for the research. | also analyze verdict of
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religious court of Bandung Number 495/Pdt.G/2005/PA .Bdg as an example of mixed marriage case. An
Indonesian (man or woman) in a mixed marriage has to make prenuptial agreement for separation property
before they married to protect their assets and limit parties? right. After that the prenuptial agreement has to
be registered to bind third party and legal certainty.

The prenuptial agreement to avoid joint marital property which isin line with article 29 Law Number 1 Y ear
1974 jo article 139 The Burgerlijk Wetboek.However, many mixed married couples who do not make
prenuptial agreement in Indonesian marriage, since they are not familiar with making prenuptial agreement.
Consequently, they find many problems when they divorce or one of them dies. Sometimes thereis
smuggling law which prohibit in our country and they can lose the right to own land.



